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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN LAPORAN KKL
4.1 Proses komunikasih Pemerintah dalam  Proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) tahun 2007-1012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun 2009.
4.1.1 Proses komunikasi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) 

Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sendiri proses komunikasi pemerintahan sebagai wujud untuk menciptakan kesamaan persepsi untuk pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), dalam hal ini belum menunjukan adanya common sense antara pemerintah dan rakyat itu sendiri. Ini disebabkan kurang adanya sosialisasi pemerintah sebelum melaksanakan kebijakan. Paling tidak pemerintah belum menemukan kesamaan persepsi dengan masyarakat mengenai adanya Pembangunan. Gambaran yang nyata bahwa pemerintah dan rakyat belum menemukan kesamaan persepsi dalam mewujudkan tujuan negara yaitu salah satunya adalah kesejahteraan bagi rakyat.
Proses komunikasi yang berlangsung atau bersumber dari rakyat kepada pemerintah pun belum bisa menjadi sebuah titik tolak untuk menciptakan kesamaan persepsi antara pemerintah dan rakyat. Banyak aspirasi masyarakat pada arus bawah (grassroot) tidak bisa terwujud sebagaimana mestinya, misalnya tentang keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM), hak-hak politik dan penegakan hukum. Ketidakberdayaan masyarakat untuk memperoleh akses yang diperlukan kepada kebutuhan-kebutuhan vital tersebut kian menjadi masalah dari tahun ke tahun. Minimnya komunikasi model dialogis (dua arah) dan kurang transparannya kebijakan komunikasi politik pada arus atas (mainstream) atau elite menghambat perwujudan aspirasi masyarakat.
Gejala “miskomunikasi” antara lembaga kekuasaan dengan lembaga masyarakat (LSM) semakin melibatkan visi politik, hukum, dan pembangunan. Pendekatan keamanan dan stabilitas yang terlampau ketat kurang memungkinkan terpenuhinya tuntutan-tuntutan baru yang berkembang pada masyarakata akibat era globalisasi, seperti tuntutan keterbukaan, demokrasi, penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Dari kesenjangan komunikasi ini menimbulkan dampak yang luas dintaranya: 

1. Adanya Krisis Informasi
Hampir semua opini publik yang bernuansa kritik sosial yang konstruktif melalui pers hampir selalu memperoleh bantahan dari para komunikator elite. Setiap informasi yang kurang senada dengan keinginan elite negara segera dinyatakan tidak benar. Hal itu menunjukan terjadinya krisis informasi sosial sebagai dampak dominasi komunikasi top down (linier). Implikasi lainnya, penjabaran pesan-pesan komunikasi pembangunan atau politik dari pusat pemerintahan sering kali diperluas oleh aparat yang ada di bawah sehingga masayarakat mengalami tambahan beban hidup. Misalnya, biaya pemberian izin diberbagai bidang dan “penyunatan” berbagai dana subsidi baik untuk pendidikan mauapun sosial lainnya. Mujurlah masih ada media media massa terutama pers yang kadang-kadang masih berani melakukan kontrol, koreksi dan kritik (sesuai pasal 3 UU Pers). Hal itu mengisyaratkan masih kurang berfungsinya interaksi positif antara pers, masyarakat dan pemerintah. Komunikasi sosial tak berdaya mengangkat aspirasi masyarakt “ke atas” dan mereka yang ada “di atas” tak mampu menangkap pesan-pesan komunikasi yang bermuatan koreksi dari bawah. Hal itu juga secara gamblang menggambarkan berlakunya paradigma komunikasi pembangunan yang bermodel top down.
2. Adanya dampak “kemacetan komunikasi sosial”
Dari adanya  “kemacetan komunikasi sosial”atau ketertutupan komunikasi ini membuat banyak orang melampiaskan kejengkelan dengan melakukan kerusuhan sosial/konflik.

Menurut L.R. Pondy membagi konflik tersebut kedalam empat tingkatan, yaitu: Pertama, “Latent Conflict” yaitu suatu kondisi yang melandasi tingkatan-tingkatan konflik lebih lanjut. Apabila laten konflik tidak ada, maka konflik-konflik berikutnya tidak akan ada. Bernard, Pear, Aron dan Angeli mengangkat beberapa faktor penyebab konflik, yaitu :

a. Karena Misunderstanding / Tidak Mengerti
Sesuatu yang ingin kita sampaikan, namun tidak bisa sampai terhadap orang tersebut. Niat baik ternyata di mata orang yang ingin kita sampaikan, malah justru menjadi hal yang terburuk. Komunikasi yang simpang siur, yang tidak jelas tujuan pembicaraanya membuat orang salah pengertian.
Setiap manusia di dunia pasti memiliki masalah. Baik masalah yang ringan ataupun masalah yang sampai membuat dahi kita berkerut. Mungkin masalah yang kita hadapi tidak berat untuk orang lain, tetapi bagi orang yang menerima bisa jadi itu yang terberat. Kadar kriteria masalah yang berat untuk setiap orang berbeda-beda. Memberi pendapat dengan mengucapkan 'i know how u feel' merupakan kalimat yang salah. Mungkin kita pernah mengalami masalah dengan hal yang serupa dengan dirinya. Tetapi letak pertanyaanya, kondisi jiwa raga kita dengan mereka tidaklah sama. Disinilah kehidupan masa lalu menjadi peran utama. Hal-hal yang terjadi di masa lalu, membentuk diri kita yang sekarang. Walaupun titik permasalahan intinya sama, namun mental setiap orang berbeda-beda.


b. Karena tidak menyadari akan posisi masing-masing
Satu hal yang juga hampir boleh dikatakan tidak dapat lepas dari diri kita adalah kenyataan bahwa kita juga menjadi bagian dari suatu kelompok kemasyarakatan dimanapun lingkungan kita berada, otomatis semua orang mempunyai fungsi dan peran sosialnya masing-masing dalam struktur kemasyarakatan tersebut, walau sekecil apapun peranan tersebut. Kehidupan masyarakat yang seimbang dapat dibayangkan sebagai kehidupan masyarakat yang tumbuh secara bebas dan positif, penuh dengan variasi dan dinamikanya dalam suatu keteraturan uang serasi dan harmonis.
Kondisi ini bisa tercapai atas kontribusi dari semua eleven yang ada, sesuai dengan porsinya masing-masing secara seimbang. Jadi karena kita semua juga menginginkan kehidupan masyarakat yang seimbang tersebut maka sudah selayaknya kita semua harus ikut berperan sesuai dengan peran kita.Masih banyak hal dan permasalahan yang dapat dibahas berkaitan dengan keseimbangan, tulisan ini hanyalah mencoba membahas secara singkat saja.
c. Karena Kurang Komunikasi
asumsi kita sendiri yang menganggap orang lain tidak perlu kita informasikan seharusnya sudah paham dan mengerti apa maksud dari tindakan yang kita lakukan. Padahal asumsi egois seperti inilah yang menjadi biang kegagalan tersebut dan biasanya sistem komunikasi komando dari atasan kebawahan yang sering melakukan ini. Memang kita sadari bersama bahwa tidak mudah untuk bisa terus memberikan komunikasi/sosialisasi secara kontinu dan menyeluruh kepada personal yang memiliki hubungan/merasakan dampak dari setiap kebijakan yang kita ambil. Tetapi di sinilah letak tantangan kita untuk bisa terus menerus memberikan service terbaik kepasa stake/share holder/relasi kita.

Komunikasi merupakan seni tersendiri yang di jaman sekarang perlu kita kuasai dan biasakan dalam memperlakukan relasi kita, karena pada prinsipnya apa pun kebijakan kita selama masih dalam koridor yang bisa dimaklumi maka biasanya relasi tersebut bisa menerima atau minimal tidak menunjukkan tindakan resistensi yang tinggi. Untuk membiasakan komunikasi yang baik memang perlu pembiasaan dan belajar terus menerus dan yang penting jangan pernah meremehkan komunikasi, sehingga jangan sampai kita mengulang kesalahan dengan menerima kemarahan/cacian dari relasi yang sering berkata, saya tidak mempersalahkan hal ini, tapi caranya dong kenapa tidak diKOMUNIKASIKAN atau diinformasikan terlebih dahulu.
Pada tingkat ini latent conflict bergeser ketingkat yang Kedua, yaitu “percieve conflict”. Pada tingkat ini disadari bahwa konflik akan terjadi (Percieve). Pada tingkat ini disebut juga sebagai kondisi cognition yaitu menyadari bahwa konflik akan muncul. Dalam kondisi ini ada dua mekanisme yang mendorong konflik, yaitu mekanisme yang menghubungkan antara konflik dengan nilai kepribadian individual dibanding perilkau organisasi, sedangkan mekanisme kedua, konflik dibandingkan perilaku organisasi. Kedua mekanisme ini menurut Cyret dan March disebut juga sebagai “resolusi konflik tidak murni”. Tingkat ketiga, konflik berwujud dalam kenyataan yaitu bergeser dari “percieve conflict” ke “felt conflict” yaitu konflik berada pada kondisi affection atau dorongan yang berpengaruh terhadap munculnya konflik (felt conflict). Dalam kondisi felt conflict saling berkait dengan “percieve conflict” disertai pengaruh-pengaruh di dalam organisasi dan pengaruh-pengaruh di luar organisasi disamping terdapatnya pengaruh kedua mekanisme diatas.

Proses selanjutnya yaitu tingkat Keempat, maka konflik muncul sebagai suatu kenyataan (manifest conflict). Pada tingkatan ini konflik muncul dalam bentuk: 

· Agresi secara terbuka
Agregasi kepentingan juga merupakan salah satu fungsi input. Yang dimaksud agregasi kepentingan adalah fungsi mengubah atau mengkonversikan tuntutan-tuntutan sampai menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan umum. Alternatif kebijaksanaan pada hakekatnya merupakan rumusan-rumusan kebijaksanaan umum, dimana kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan yang pernah di artikulasikan diakomodasikan, lalu dikombimasikan dan selanjutnya dikompromikan. Fungsi agregasi kepentingan ini dapat tumpang tindih dengan fungsi artukulasi kepentingan. Berbagai macam struktur yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan, biasanya menjalankan pula fungsi artikulasi kepentingan. Pada umumnya struktur yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan adalah birokrasi dan partai politik.
· Kerusuhan (riots)
Kerusuhan merupakan suatu peristiwa yang tidak terkendali berupa perkelahian massal, pengrusakan/penghancuran, pembakaran, peledakan, terhadap fasilitas umum yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam atau di luar lingkungan tertentu.  Kerusuhan merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak terkendali berupa perkelahian massal, pengrusakan/penghancuran, pembakaran, peledakan, terhadap fasillitas olahraga maupun fasilitas umum yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam atau di luar lingkungan tertentu. Kerusuhan diwarnai dengan adanya provokator  dari masing-masing kelompok atau individu tertentu yang mempunyai kewenangan tinggi, pembakaran di sekitar lingkungan, saling timpuk antar kelompok. Pengertian tadi menyatakan bahwa betapa parahnya keberadaan provokator di Indonesia, dan tidak ada kebersamaan antara antar warga negara sendiri. Kerusuhan akan mengakibatkan terjadi hal yang merugikan seperti jatuhnya korban nyawa akibat kericuhan.
·  Revolusi Politik (political revolution)
Revolusi merupakan sebuah proses pembentukan ulang masyarakat sehingga menyerupai proses kelahiran kembali. Perubahan yang terjadi melalui revolusi mempunyai cakupan yang luas dan menyentuh semua tingkat dan dimensi masyarakat. Perubahan akibat revolusi bersifat radikal, fundamental dan menyentuh langsung pada inti dan fungsi dari struktur sosial. Proses perubahan tersebut hanya memerlukan waktu yang cepat, sesuatu yang bertolak belakang dengan konsep evolusi pada perubahan sosial. 

Revolusi mempunyai dua wajah yang saling bertolak belakang. Wajah pertama menggambarkan revolusi sebagai sebuah mitos, sedangkan wajah kedua memberikan gambaran revolusi sebagai sebuah konsep dan bahkan teori dalam ilmu sosiologi. Kedua wajah ini mempunyai kesaling terkaitan bahkan dialektika diantara keduanya menjadi suatu bentuk kewajaran.

 

Konsep revolusi pada awalnya merujuk pada pengertian gerakan melingkar pada benda langit. Tidak mengherankan apabila kita mengenal istilah revolusi bumi terhadap matahari. Namun kemudian penggunaan konsep revolusi juga menyentuh pada bidang sosial politik. Perkembangan selanjutnya memberikan gagasan tentang pentingnya revolusi dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan lebih “sempurna”. Marx menggunakan konsep revolusi sebagai alat untuk menumbangkan dominasi kapitalis dan sebagai landasan untuk membangun masyarakat komunis.
Secara berangsur-angsur, mitos revolusi mengalami kemunduran. Ini terjadi tidak lepas dari “kegagalan” revolusi itu sendiri. Revolusi dipandang sebagai suatu proses yang tidak pernah berakhir. Tatanan kehidupan yang lebih baik seperti yang dijanjikan tidak dapat terwujud. Sejarah telah membuktikan bahwa sebagian besar revolusi menghasilkan bentuk ketidakadilan, ketimpangan, eksploitasi dan penindasan yang lebih parah. Selain itu revolusi seringkali harus diiringi dengan tindak kekerasan, peperangan dan kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa tidak sedikit. Revolusi dianggap sebagai sebuah bencana dibandingkan sebagai sebuah usaha penyelamatan kehidupan manusia.

Konsep revolusi dapat dibahas dalam dua perspektif, yaitu filsafat sejarah dan sosiologi. Konsep revolusi berdaarkan filsafat sejarah mempunyai ari sebagai bentuk terobosan radikal terhadap kesinambungan jalannya sejarah. Perspektif sosiologi memandang revolusi sebagai bentuk penggunaan kekuatan massa terhadap penguasa untuk melakukan perubahan mendasar dan terus-menerus. Revolusi dapat dianggap sebagai upaya membentuk ulang sejarah dengan menggunakan kekuatan krativitas manusia. Kedua perspektif tersebut turut mempengaruhi pendefinisian konsep revolusi hingga pada akhirnya mengerucut pada tiga kelompok. Revolusi dapat diartikan sebagai lawan dari pembaruan. Perhatian utamanya adalah pada proses transformasi fundamental masyarakat. Selain itu, revolusi dapat dimaknai sebagai lawan dari evolusi. Tekanan yang diberikan adalah pada penggunaan kekerasan, perjuangan dan kecepatan perubahan yang terjadi.
· Gerakan-gerakan ekstrem.

Radikalisme ialah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. th. 1995, Balai Pustaka). Dalam Ensiklopedi Indonesia (Ikhtiar Baru – Van Hoeve, cet. 1984) diterangkan bahwa “radikalisme” adalah semua aliran politik, yang para pengikutnya menghendaki konsekuensi yang ekstrim, setidak-tidaknya konsekuensi yang paling jauh dari pengejawantahan ideologi yang mereka anut. Dalam dua definisi ini “radikalisme” adalah upaya perubahan dengan cara kekerasan, drastis dan ekstrim. Adapun dalam Kamus Ilmiyah Populer karya Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry (penerbit Arkola Surabaya, cet. th. 1994) diterangkan bahwa “radikalisme” ialah faham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan. Dalam definisi terakhir ini “radikalisme” cenderung bermakna perubahan positif.
Oleh karena itu, pandangan positif dan negatifnya terhadap radikalisme tentunya terletak pada cara merealisasikan dan mengekspresikannya serta dasar pandang para pengamatnya. Biasanya kaum establishment amat alergi dengan isu radikalisme, berhubung kaum radikal amat gigih menuntut adanya perubahan sosial politik yang berarti pula akan sangat tajam mengoreksi kalangan statusquo. Keinginan adanya perubahan sosial – politik masih dianggap wajar dan positif bila disalurkan melalui jalur perubahan yang benar dan tidak mengandung resiko instabilitas politik dan keamanan. Dalam makna ini, radikalisme adalah wacana sosial – politik yang positif. Adapun perubahan yang cepat dan menyeluruh (revolusi), selalu diikuti oleh kekacauan politik dan anarkhi, sehingga menghancurkan infra struktur sosial – politik bangsa dan negara yang mengalami revolusi tersebut. Dalam makna ini, radikalisme adalah sebagai pemahaman yang negatif dan bahkan dapat pula dikatagorikan sebagai bahaya laten ekstrim kiri ataupun kanan.
3. Struktur Masyarakat yang Statis
Pola berpikir masyarakat kian dipengaruhi kecanggihan teknologi dan budaya keterbukaan komunikasi dan informasi. Banyak orang kian menjadi rasional dan kosmopolit. Akibatnya, struktur masyarakat yang masih statis tidak berdaya menampung perubahan sosial yang drastis tersebut. Ibarat orang-orang yang berada dalam sebuah barisan seperti kata Everett M. Rogers (1969), langkah kaki mereka tidak lagi mengikuti irama tambur barisan mereka sendiri karena terpesona oleh suara tambur yang lebih menarik di luar barisan itu. Budaya komunikasi kosmopolit yang berkembang di dalam masyarakat kian tidak seirama dengan kebijakan politik yang belum transparan, dan implementasi kekuasaan negara hukum yang juga belum transparan. Hal terakhir itu dikondisikan oleh merebaknya kolusi dan korupsi dalam waktu yang sudah relatif lama. 
Kolusi dan korupsi sudah menjadi unsur budaya baru dikalangan bangsa Indonesia. Kebutuhan untuk hidup berkecukupan dan untuk hidup mewah sudah merupakan kebutuhan pokok. Dengan demikian penyelewengan di lingkungan birokrasi sudah sulit dielakan. Begitulah sifat kompleks budaya komunikasi bangsa ini yang melibatkan bidang politik, bisnis, hukum dan pembangunan pada umumnya. Kondisi ini cukup rawan dalam memasuki era globalisasi dan persaingan bebas di awal milenium ini, sehingga apabila kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat masih terjadi maka akan terjadi kestatisan komunikasi dalam masyarakat sehingga akan menimbulkan masyarakat terjerumus ke dalam budaya kosmopolit.
Komunikasi mempunyai peranan asasi dalam segala aspek kehidupan manusia, masyarakat, dan negara, karena komunikasi adalah wahana utama dari kegiatan dan kehidupan manusia sehari-hari. Manusia berkomunikasi dengan sesamanya karena mereka saling membutuhkan, dan juga karena manusia hanya bisa berkembang melalui komunikasi. Komunikasi telah menjadi kepentingan vital bagi manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat.
Pembangunan adalah merupakan proses aktivitas yang bersifat kontinyu dan terencana yang ditujukan untuk merubah dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi ke arah yang lebih baik dan wajar dari waktu ke waktu. Secara ideal, pembangunan daerah di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 
4.1.2 Proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Tahun 2007-2012 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya memperhatikan juga RPJMD Provinsi; yang secara substantif  memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikator kinerja daerah. 

Sesuai amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan berpedoman dan/atau mengacu kepada RPJM dan RPJP Nasional yang disusun Pemerintah Pusat.

Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat hasil revisi ini juga memuat deskripsi capaian kinerja pembangunan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dibawah pimpinan kepala daerah saat ini dan deskripsi rencana kinerja pembangunan pada tahun-tahun selanjutnya, berupa sasaran hasil pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai daerah pada akhir periode jabatan kepala daerah secara terukur. Sasaran hasil pembangunan jangka menengah daerah ini dicapai melalui perumusan kebijakan-kebijakan. Setiap kebijakan memiliki satu rencana kerja yang terdiri dari satu atau beberapa program, dan setiap program terdiri dari beberapa kegiatan yang sudah diindikasikan memang perlu dilaksanakan, sehingga sasaran hasil tersebut dapat direalisasikan.    

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar penilaian kinerja kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi tolok ukur keberhasilan kepala daerah dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang nantinya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Maluku dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah yang nantinya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007-2012 (Revisi) disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD, swasta, serta masyarakat dalam pembangunan daerah yang sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Dengan telah tersedianya acuan resmi maka akan mempermudah untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk terlibat di dalam pelaksanaan segenap program dan kegiatan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan.
Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, APBD Provinsi Maluku, dan APBN;

2. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan yang efektif, efesien, berkeadilan serta berkelanjutan.
3. memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan;

4. memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan; 

5. acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis SKPD, serta menjadi alat kendali untuk mengevaluasi kinerja masing-masing SKPD sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun;

6. acuan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang secara akumulatif menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah setiap tahunnya, serta Laporan Pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya.
4.1.2.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya
RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat disusun dengan mengacu, merujuk, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Maluku, RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari proses penyusunan dokumen RPJM Daerah dapat menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah.
Keterkaitan antara RPJM Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan dokumen lainnya disajikan dalam Gambar 1.
Gambar 1. Hubungan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat   dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya
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Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) tahun 2007-2013
Untuk memudahkan implementasi RPJMD, maka RPJMD harus dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD). Untuk tataran operasional setiap tahun maka RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Renstra SKPD perlu dijabarkan ke dalam dokumen tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja (Renja) SKPD.
4.1.3 Kesimpulan 
Proses komunikasi yang berlangsung atau bersumber dari rakyat kepada pemerintah pun belum bisa menjadi sebuah titik tolak untuk menciptakan kesamaan persepsi antara pemerintah dan rakyat. Banyak aspirasi masyarakat pada arus bawah (grassroot) tidak bisa terwujud sebagaimana mestinya, misalnya tentang keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM), hak-hak politik dan penegakan hukum.
Proses komunikasi merupakan hal penting untuk pemerintah dan masyarakat, jika tidak berjalan lancar maka akan terjadi kesenjangan dan sampaknya sangat luas dan mengakibatkan terjdinya krisis informasi, . Adanya dampak “kemacetan komunikasi sosial”, Struktur Masyarakat yang Statis.  Komunikasi mempunyai peranan asasi dalam segala aspek kehidupan manusia, masyarakat, dan negara, karena komunikasi adalah wahana utama dari kegiatan dan kehidupan manusia sehari-hari. Manusia berkomunikasi dengan sesamanya karena mereka saling membutuhkan, dan juga karena manusia hanya bisa berkembang melalui komunikasi. Komunikasi telah menjadi kepentingan vital bagi manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat.

Pembangunan adalah merupakan proses aktivitas yang bersifat kontinyu dan terencana yang ditujukan untuk merubah dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi ke arah yang lebih baik dan wajar dari waktu ke waktu. Secara ideal, pembangunan daerah di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 
Sesuai amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan berpedoman 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat hasil revisi ini juga memuat deskripsi capaian kinerja pembangunan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dibawah pimpinan kepala daerah saat ini dan deskripsi rencana kinerja pembangunan pada tahun-tahun selanjutnya, berupa sasaran hasil pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai daerah pada akhir periode jabatan kepala daerah secara terukur. 
RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007-2012 (Revisi) disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD, swasta, serta masyarakat dalam pembangunan daerah yang sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. 
Jadi komunikasi merupakan hal penting dalam mendapat dan menyampaikan informasi, jika tidak ada komunikasi yang baik maka akan terjadi masalah-masalah yang terjadi di atas antara pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat Indonesia.
4.2 Bagaimana Proses Pengambilan Keputusan  Pemerintah dalam  Proses Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007-1012  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2009.
Manuasia adalah pembuat keputusan (decision-making man), pengambilan keputusan terjadi setia saat sepanjang hidup manusia. Kehidupan manusia adalah kehidupan yang selalu diisi oleh suatu peristiwa yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun, oleh organisasi yang lain merupakan suatu seni dan ilmu yang harus di cari, di pelajari, dimiliki dan dikembangkan secara mendalam oleh setiap orang.  Bila pemerintah atau organisasi yang bukan pemerintah gagal menguasai bidang tersebut, maka muncullah beragam masalah. 
Masalah yang muncul dalam pencapaian tujuan dapat di hubungkan dengan dapat dihubungkan dengan ketidak mampuan kita kita dalam melakukan proses pengambilan keputusan, dalam menentukan pilihan yang tepat. Pemerinta atau organisasi non pemerintah tidak lagi menguasai dengan benar dan baik bagaimana seharusnya pengambilan keputusan dilakukan. Bila pemerintah dalam penguasaan seni dan ilmu rendah, msks peluangnya untuk menghadapi masalah besar juga sangat besar. Pengambilan keputusan disebut sebagai seni karena kegiatan tersebut selalu selalu di hadapkan pada sejumlah peristiwa yang memiliki karakteristik keunikan tersendiri. 
Keputusan yang di ambil dalam Proses RPJMD (rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2007-2012 oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupeten Maluku Tenggara Barat berbeda dengan keputusan untuk membuat tanah, sebab RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya memperhatikan juga RPJMD Provinsi; yang secara substantif memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikator kinerja daerah. Sebagaimana diketahui, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007-2012 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat nomor 11 tahun 2007. Dokumen perencanaan berjangka limatahunan ini ternyata belum mencapai separuh usianya ketika harus direvisi kembali akibat adanya pemekaran wilayah MTB. Konsekuensi ikutan dari pemekaran dimaksud kemudian mengharuskan direvisikannya RPJMD Kabupaten MTB terutama untuk menyesuaikannya dengan lingkungan geostrategis, administratif dan sosiologis baru pascapemekaran.
RPJMD ini diharapkan dapat memberi arah yang semakin jelas dan kontekstual bagi pemerintah daerah dan seluruh stakeholder dalam perencanaan dan pengendalian program-program/kegiatan-kegiatan pembangunan tahunan sampai tahun terakhir (2012) periode RPJMD ini. Selain itu, dokumen RPJMD juga berguna sebagai dasar penilaian kinerja Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat selama lima tahun. 

RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007-2012 (Revisi) disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD, swasta, serta masyarakat dalam pembangunan daerah yang sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Dengan telah tersedianya acuan resmi maka akan mempermudah untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk terlibat di dalam pelaksanaan segenap program dan kegiatan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat disusun dengan tujuan sebagai berikut:

7. menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, APBD Provinsi Maluku, dan APBN;

8. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan yang efektif, efesien, berkeadilan serta berkelanjutan.
9. memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan;

10. memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan; 

11. acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis SKPD, serta menjadi alat kendali untuk mengevaluasi kinerja masing-masing SKPD sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun;

12. acuan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang secara akumulatif menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah setiap tahunnya, serta Laporan Pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya.

Ilmu dan seni pengambilan keputusan pada akhirnya bertujuan untuk memudahkan pemerintah untuk menentukan keputusan terbaik. Dimana keputusan yang diambil akan mempengaruhi cara pencapaian tujuan yang hendak di raih. Pencapaian suatu keputusan penting sangat di butuhkan dorongan atau bantuan dari badan atau bagian lain, contoh Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam melakukan pekerjaannya membutuhkan rencana kerja yang matang seperti berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang mengarah pada program pembangun daerah. 
Program pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam 4 (empat) tahun ke depan dilakukan untuk mengimplementasikan Visi dan Misi Kabupaten 2007-2012, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); bersama-sama dengan stakeholders pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat akan menjalankan program sesuai visi untuk mewujudkan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang “Bermartabat, Mandiri, dan Sejahtera”. 
Terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintahan di kabupaten Maluku Tenggara Barat sekaligus mengimplementasikan visi dan misi pembangunan untuk 4 (empat) tahun ke depan, maka terdapat program rutin yang dilaksanakan oleh setiap satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, yaitu:

1. Pelayanan administrasi perkantoran.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Peningkatan disiplin aparatur.
4. Fasilitasi pindah/purna tugas.
5. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
6. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Selain program rutin ditetapkan pula program-program bagi masing-masing SKPD sesuai urusan wajib dan pilihan. Rincian program disusun berdasarkan misi dengan maksud agar lebih memudahkan bagi masing-masing SKPD untuk menilai kontribusi program dan kegiatan yang dilaksanakannya terhadap pencapaian misi yang telah ditetapkan. Konsekuensi logis yang muncul adalah baik nomenklatur suatu urusan maupun nomenklatur SKPD tertentu dapat muncul di beberapa misi tergantung sudut pandang yang digunakan dengan melihat nomenklatur program berikut kegiatannya. Dengan demikian, suatu program dapat secara sinergis mendukung pencapaian beberapa misi tergantung kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan nomenklatur program tersebut.
4.2.1 Proses Pengambilan Keputusan Pemerintah Kabupaten MTB (Maluku Tenggara Barat) Tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Dalam Proses pengambilan keputusan pemerintah tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), maka didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat kebijakan tentang Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi yang menekankan pada prinsip money follows function sebagai konsekuensi dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembaharuan subjek pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah pengelolaan yang ekonomis, efektif, dan efisien, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik secara optimal. 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan adanya penyerahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang meliputi: hak untuk mendapatkan kepastian penyediaan dana dari Pemerintah untuk urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah; wewenang pemerintah daerah untuk memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak memperoleh bagi hasil sumber-sumber daya nasional yang berlokasi di daerah tersebut dan dana perimbangan lain; serta hak mengelola kekayaan daerah dan memperoleh sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan sumber-sumber pembiayaan. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, sesuai peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan berprinsip pada keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJMD, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun.

Pemerintah Kabupaten MTB dalam kebijakan anggarannya mendasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien juga perlu dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Adanya pengawasan yang baik dengan sendirinya akan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya pemborosan dan kebocoran anggaran.  

Seiring dengan pendekatan anggaran kinerja yang diadopsi oleh pemerintah Kabupaten MTB dan kewenangan pengelolaan keuangan yang dimilikinya, maka arah  kebijakan   keuangan   daerah  Kabupaten MTB dititikberatkan pada:
1) Arah belanja  APBD Kabupaten MTB digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah lima tahunan. Belanja daerah akan diarahkan untuk mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan dengan prioritas utama pada belanja untuk mendukung kegiatan yang strategis dan memiliki nilai tambah (value-added). 
2) Arah pendapatan Kabupaten MTB digunakan untuk menjamin ketersediaan dana yang kontinu dan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh Pemerintah Kabupaten MTB.
3) Arah pembiayaan Kabupaten MTB diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan kas untuk menutup defisit (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luas kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerahnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka  secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. 

Secara normatif, pemerintah daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pendanaan penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara mandiri. Namun dalam kenyataannya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat masih sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, serta bantuan keuangan lain dari Provinsi.  Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah indikator tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Pengelolaan anggaran pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah tanpa menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan Daerah yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah lainnya dalam struktur APBD berperan  bagi  kepastian adanya sumber-sumber pembiayaan belanja, baik bagi kepentingan pelaksanaan program pembangunan maupun bagi kepentingan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam struktur pembiayaan APBD yang berbasis kinerja dan memberikan peluang adanya surplus/defisit anggaran maka komponen pendapatan daerah mempunyai  fungsi sentral sumber pembiayaan untuk menutup kebutuhan total belanja.
Penentuan arah dan kebijakan yang tepat dapat secara bertahap mengoptimalkan sumber-sumber keuangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat  dan diharapkan mampu keluar dari berbagai permasalahan keuangan yang sebelumnya. Selain itu, arah dan kebijakan yang cerdas dan kreatif ditujukan untuk dapat mengidentifikasi dan mengeksplorasi berbagai potensi keuangan daerah terutama berbasis pada peningkatan PAD dengan tidak memberatkan masyarakat. Sesuai dengan prinsip penganggaran mengenai disiplin anggaran, bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan atau merupakan target minimal setiap sumber pendapatan.  
4.2.2 Kesimpulan 
amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan berpedoman dan/atau mengacu kepada RPJM dan RPJP Nasional yang disusun Pemerintah Pusat.

Kepala pemerintahan daerah dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daeraha (RPJMD), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan menyusun acuan resmi bagi pemerintah daerah dan DPRD. Dengan telah tersedianya acuan resmi maka akan mempermudah untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimilki untuk terlibat di dalam pelaksanaan segenap program kerja. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJMD, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun.
pengambilan keputusan pemerintah tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), maka didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat kebijakan tentang Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi yang menekankan pada prinsip money follows function sebagai konsekuensi dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembaharuan subjek pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah pengelolaan yang ekonomis, efektif, dan efisien, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik secara optimal. 
Keputusan yang di ambil dalam Proses RPJMD (rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2007-2012 oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupeten Maluku Tenggara Barat berbeda dengan keputusan untuk membuat tanah, sebab RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya memperhatikan juga RPJMD Provinsi; yang secara substantif memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikator kinerja daerah. Sebagaimana diketahui, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007-2012 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat nomor 11 tahun 2007. 
4.3 Bagaimana Proses sosialisasi dan pengembangan karir pegawai pemerintah dalam  Proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007-1012  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2009.
Pada dasarnya kematangan emosi dan kecerdasan emosi seorang pegawai  mengandung motif yang sama. Di dalamnya ada kemampuan  mengelola diri yang intinya berangkat dari kemampuan mengenali diri sendiri. Setelah mampu mengenali diri sendiri maka ia seharusnya mampu memotivasi dirinya dan mengelola emosinya  dalam berhubungan dengan orang lain dengan baik. Sebaliknya kalau seorang pegawai tidak mampu mengendalikan emosinya terjadilah penyimpangan atau kekacauan emosional; misalnya perilaku egoistis, egosentris, apriori, prasangka buruk, dan asosial. Dalam situasi seperti itu maka yang terjadi adalah timbulnya reaksi berlebihan dan negatif dari sang pegawai. Ia merasa  setiap fenomena lingkungan kerjanya selalu dipandang bakal mengancam dirinya. Esktremnya harus dilawan. Yang paling bahaya adalah timbulnya unsur destruktif, jauh dari perilaku konstruktif. Bisa juga ada yang bersifat pesimis atau merasa kurang percaya diri kalau akan mengusulkan kenaikan jabatan. Padahal sifat seperti itu akan merugikan dirinya sendiri. Lambat laun kalau pegawai berpikiran negatif tidak mampu mengendalikan dirinya maka karirnya akan terhambat.

Proposisi tentang hubungan antara dimensi emosi dan karir adalah semakin baik kematangan emosi seseorang berhubungan dengan semakin besar peluang  karirnya meningkat. Pemerintah Daerah akan memberi persetujuan kenaikan pangkat atau golongan pada pegawainya dengan pertimbangan yang bersangkutan dinilai bakal mampu menangani pekerjaan yang lebih berat. Disamping itu mereka harus mampu bekerjasama dan bahkan memiliki jiwa kepemimpinan dalam satu tim kerja. Untuk itu unsur kematangan emosi pegawai menjadi pertimbangan yang sangat penting. Dengan demikian disamping pemerintah harus memiliki perencanaan dan pengembangan karir yang efektif maka  ada beberapa hal yang yang harus dilakukan pegawai yakni:

1. Selalu melakukan evaluasi diri khususnya yang menyangkut  faktor-faktor intrinsik personal  yang memengaruhi kinerja. Dengan evaluasi, pegawai akan mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya khususnya tentang kematangan emosinya.

2. Kalau sudah diketahui bahwa kematangan emosi masih rendah maka yang dapat dilakukan adalah memahami sisi kelemahan ketidakmatangan emosi, memahami faktor-faktor penyebab timbulnya emosi berlebihan, dan mencari upaya untuk memerkuat kematangan emosi. Kalau perlu konsultasi kepada konselor atau psikolog.

3. Melakukan hubungan sosial secara bersahabat dan intensif baik pada jalur horizontal maupun vertikal. Semakin tinggi intensitas hubungan semakin banyak unsur kehidupan sosial yang bisa dipelajari. Intinya ada pembelajaran sosial khususnya dalam mengendalikan emosi yang berguna untuk membangun simpati dan empati serta memerkecil konflik. 

4. Mengikuti pelatihan dan banyak membaca buku-buku praktis tentang kepribadian, pengelolaan diri, dan pengembangan kematangan emosi. Tujuannya adalah disamping meningkatnya kadar kognitif dan kecerdasan sosial juga semakin matangnya emosi/kepribadian pegawai.

5. Membuat rencana umum  pengembangan karir individu untuk selama siklus kehidupan sebagai pekerja. Semacam road map pengembangan karir. Isi rencana spesifik paling tidak meliputi apa saja output karir yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu serta apa saja langkah-langkahnya. Dengan demikian rencana tersebut sekaligus dapat dijadikan sebagai rujukan dan pedoman dalam merumuskan langkah-langkah operasional.

Karir tidak semata-mata diposisikan sebagai hak individu pegawai. Tetapi juga sebagai “kewajiban” diri sendiri dalam membangun kepercayaan dari pihak pemerintahan. Karena itu setiap pegawai seharusnya menyiapkan potensi dirinya antara lain dalam hal kematangan emosi. Kematangan atau kedewasaan yang dicerminkan oleh percaya diri, sabar, tanggung jawab, menerima dirinya, mau memahami orang lain (tidak egoistis/sentris),  dan bahkan punya rasa humor. Tentunya berikut langkah-langkah operasional pencapaian cita-citanya. Semua itu disusun dalam suatu rencana sistematis sebagai unsur motivasi untuk meraih karir tertentu. Dengan kata lain tiap individu tidak statis dalam mengembangkan karirnya. Plus tidak mudah patah arang ketika sempat mengalami kegagalan pencapaian karir tertentu.
4.3.1 Nilai-nilai soialisasi dan pengembangan karir pegawai Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).
Pada level yang lebih praktis pengembangan sumber daya manusia di Indonesia dan terkhusunya di Kabupeten Maluku Tenggara Barat (MTB) lebih merujuk pada persoalan pemerintah, dengan rencana kerja dan manajemen kerja kurang dapat dipahami secara baik oleh pemerintah sebagai perancang sistem dan stake holders lainnya sebagai pelaku atau user. Resiko yang dihadapi adalah proses yang berbeda menghasilkan ouput yang sangat berbeda. Sebagal contoh jika mau jujur; pelatihan-pelatihan dan penjenjangan karier di pemerintahan melalui SPAMA, SPAMEN dan sebagainya, ternyata hanya dimaknai oleh peserta pendidikan sebagai salah satu tahap untuk kenaikan pangkat atau pergaulan birokrasi. Hal ini di luar tujuan dan pendidikan itu sendiri. Pertanyaannya kemudian, bagaimana birokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat akan bisa maju dan melayani masyarakat secara optimal jika pemahaman tentang pengembangan diri hanya sebatas kesadaran individual untuk kenaikan pangkat semata? Dan kenaikan pangkat tersebut berarti interen pula dengan kenaikan gaji. Seharusnya kesadaran pegawai dalam menempuh jenjang kependidikan didasarkan pada kesadaran kelembagaan secara kolektif dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk pelayanan masyarakat.
Bertolak dari nilai kesadaran tersebut perlu dipikirkan untuk merancang sebuah disain pengembangan sumber daya manusia yang adaptif dengan kondisi di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) diperlukan sebuah konsep yang jelas tidak hanya mendeskripsikan kebutuhan jangka pendek tetapi Iebih bagus jika disain yang dirancang memuat sistem keberlanjutan pasca pengembangan karier dilakukan. Sebagai ilustrasi terdapat model ideal yang dipandang bisa menjadi pedoman untuk memetakan sistem pengembangan karier dalam suatu organisasi pemerintahan. Model ini merujuk pada sinergi yang seimbang antara aspek pengembangan karier, perencanaan karier dan manajemen karier. Perencanaan karier dan manajemen karier dalam organisasi publik hendaknya akomodatif terhadap nilai-nilai good governance yang dewasa ini tengah dikembangkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB). Selama ini perencanaan karier dan manajemen karier menjadi milik sepihak birokrasi publik, tanpa merespon keinginan dan inisiatif para pegawai. Keterlibatan para pegawai dalam merancang karier sangat diperlukan, ada peluang seseorang menentukan jalur kariernya, hal ini sebagai manivestasi atas perlindungan hak-hak individul pegawai dalam merencanakan arah pengembangan diri. 
Pelatihan dan pengembangan merupakan usaha untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan antara kemampuan pegawai dengan yang dikehendaki oleh organisasi/instansi. Usaha meningkatkan kemampuan kerja pegawai dapat dilakukan dengan menambah pengetahuan, keterampilan dan mengubah sikap, sehingga dapat menjadi kekayaan organisasi yang paling berharga, karena dengan segala potensi yang dimilikinya, pegawai dapat terus dilatih dan dikembangkan, sehingga dapat lebih berdaya guna, dan berprestasi optimal guna mencapai tujuan organisasi.
Adanya kesenjangan antara kemampuan pegawai dengan yang dikehendaki organisasi, menyebabkan perlunya organisasi menjembatani kesenjangan tersebut, salah satu caranya adalah dengan pelatihan dan pengembangan. Dengan demikian diharapkan seluruh potensi yang dimiliki pegawai, yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan.
Di lingkungan PNS, pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses penyelenggaraan belajar-mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS dalam melaksanakan jabatannya. Tujuannya adalah:
a.      Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan PNS kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah RI;
b.      Menanamkan kesamaan pola piker yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang komprehensif untuk melaknakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan;
c.      Memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pengembangan partisipasi masyarakat;
d.      Meningkatkan pengetahuan, keahlian atau keterampilan, serta pembentukan sedini mungkin kepribadian PNS “(PP No. 14 Tahun 1994 pasal 2)”
  Berdasarkan pasal 2 PP No. 14 Tahun 1994 di atas, maka sesungguhnya kemampuan PNS tidak perlu diragukan lagi karena setiap pegawai pernah mendapat pendidikan dan pelatihan, minimal pendidikan dan pelatihan prajabatan. Namun yang menjadi kendala, seringkali kali masyarakat atau pengguna jasa pemerintah dikecewakan dengan pelayanan yang tidak berkualitas, berlarut-larut, dan memerlukan biaya yang tinggi. 
4.3.2 Indikator Kinerja Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten MTB (Maluku Tenggara Barat).
Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya.

Indikator kinerja Kabupaten Maluku Tenggara Barat disusun dengan berpedoman pada PP Nomor 6 Tahun 2008. Namun demikian, untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi riil Kabupaten MTB maka dipandang perlu untuk melakukan modifikasi formula perhitungan serta penambahan beberapa indikator yang tidak tercakup dalam peraturan pemerintah tersebut.
4.3.3 Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007-2012 hasil revisi ini merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Penjabaran tahunan dari dokumen RPJMD dalam rangka implementasi rencana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya. Kaidah-kaidah pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007-2012 dengan sebaik-baiknya.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007-2012 hasil revisi ini.

3. Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007-2012 tahunan, melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penyusunan dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran tahunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007-2012 oleh Bappeda. Bersamaan dengan itu, seluruh SKPD menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai penjabaran terhadap Renstra SKPD;

b. Penyempurnaan rancangan awal RKPD dilaksanakan melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan, forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten serta penjaringan aspirasi masyarakat  oleh DPRD sesuai pembagian daerah pemilihan;

c. Hasil Musrenbang kecamatan dan hasil penjaringan aspirasi DPRD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun rancangan akhir Renja SKPD. Kompilasi terhadap Renja SKPD merupakan rancangan akhir RKPD;

d. Pembahasan terhadap materi rancangan akhir SKPD dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu: 

· Forum SKPD, yang merupakan forum pembahasan awal dengan peserta diskusi terdiri dari Bappeda, seluruh SKPD, kecamatan, dan DPRD; dan

· Musrenbang Kabupaten, dengan materi yang dibahas adalah seluruh hasil dari forum SKPD, dengan peserta diskusi terdiri dari seluruh komponen masyarakat, dunis usaha, dan pemerintah.

4. Berdasarkan sumber pembiayaannya, maka hasil dari Musrenbang Kabupaten dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Rancangan RKPD, yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan RAPBD, terdiri dari program dan kegiatan yang diharapkan dibiayai melalui APBD Kabupaten. Rancangan RKPD disusun berdasarkan Rancangan Renja SKPD, sedangkan Rancangan Renja SKPD disempurnakan berdasarkan masukan pada Musrenbang Kabupaten;

b. Materi Musrenbang Provinsi, terdiri dari program dan kegiatan yang diharapkan dibiayai melalui APBD Provinsi;

c. Materi Musrenbang Nasional, terdiri dari program dan kegiatan yang diharapkan dibiayai melalui APBN yang dibedakan menjadi usulan pendanaan melalui dana dekonsentrasi dan usulan pendanaan melalui dana tugas pembantuan.

5. Konsepsi program prioritas dalam naskah dokumen RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2007-2012 hasil revisi ini;  baik mengenai aspek program maupun wilayah hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi baik terhadap peniadaan program maupun wilayah non prioritas.

6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2007-2012 hasil revisi ini, perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan tahunan untuk mengetahui kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4.3.4 Kesimpulan
Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya. Indikator kinerja Kabupaten Maluku Tenggara Barat disusun dengan berpedoman pada PP Nomor 6 Tahun 2008. Namun demikian, untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi riil Kabupaten MTB maka dipandang perlu untuk melakukan modifikasi formula perhitungan serta penambahan beberapa indikator yang tidak tercakup dalam peraturan pemerintah tersebut.
Bertolak dari nilai kesadaran tersebut perlu dipikirkan untuk merancang sebuah disain pengembangan sumber daya manusia yang adaptif dengan kondisi di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) diperlukan sebuah konsep yang jelas tidak hanya mendeskripsikan kebutuhan jangka pendek tetapi Iebih bagus jika disain yang dirancang memuat sistem keberlanjutan pasca pengembangan karier dilakukan. Di dalamnya ada kemampuan  mengelola diri yang intinya berangkat dari kemampuan mengenali diri sendiri. Setelah mampu mengenali diri sendiri maka ia seharusnya mampu memotivasi dirinya dan mengelola emosinya  dalam berhubungan dengan orang lain dengan baik.
Selama ini perencanaan karier dan manajemen karier menjadi milik sepihak birokrasi publik, tanpa merespon keinginan dan inisiatif para pegawai. Keterlibatan para pegawai dalam merancang karier sangat diperlukan, ada peluang seseorang menentukan jalur kariernya, hal ini sebagai manivestasi atas perlindungan hak-hak individul pegawai dalam merencanakan arah pengembangan diri. Pemerintah Daerah akan memberi persetujuan kenaikan pangkat atau golongan pada pegawainya dengan pertimbangan yang bersangkutan dinilai bakal mampu menangani pekerjaan yang lebih berat. Disamping itu mereka harus mampu bekerjasama dan bahkan memiliki jiwa kepemimpinan dalam satu tim kerja. Untuk itu unsur kematangan emosi pegawai menjadi pertimbangan yang sangat penting.
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